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ABSTRAK

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang
dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada
penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara
mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau
bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa adalah
pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menurut putusan Nomor 54/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Mdn didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Anak, Kekerasan.

JURIDICAL ANALYSIS OF APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE
AGAINST CHILDREN AS ACTIVITIES OF VIOLENT CRIMES
(Study of Decision Number 54/Pid.Sus-Child/2020/PN Mdn)

ABSTRACT

The application of the principle of restorative justice in dealing with criminal acts
committed by children, although formally juridical has been regulated in Law
Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The
research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical
legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely
researching library materials or secondary materials. Secondary data by
processing data from primary legal materials, secondary legal materials and
tertiary legal materials. The results showed that the mark up corruption in the
budget for improving village roads was a judge's consideration in applying
restorative justice to children as perpetrators of violent crimes according to
decision Number 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn based on juridical and non-
juridical considerations. .

Keywords: Restorative Justice, Children, Violence..
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PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945tentang
sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat
di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya
perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja
yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma
hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan
pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus
berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan
bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus
terhadap tersangka anak dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di
Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai
bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan
dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga,
suku, bangsa dan negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak
tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial
yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, hal tersebut
cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak,
karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan

sebagai penjahat.
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Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari
pelaku tindak pidana adalah anak. Ketika dilakukan penanganan terhadap anak
melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak
efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah
melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan.
Disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka
konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku
tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan
pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang
sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa
sebagai calon penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan
fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya
melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang
melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan
dalam penjara.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang
dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada
pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh,
dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi
penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum
menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa
yang akan datang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa
kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, dan

pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak,
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kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki
kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode
atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode
penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan
populasi dan sampel.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum
yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu
meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif
analistis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi
atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat
memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu
menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini
menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerangan yang
mengakibatkan korban meninggal.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian
mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema
dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan
teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
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undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.

Filosofi anak merupakan generasi muda, salah satu sumber daya manusia
yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang,
yang memiliki peran strategi serta mempunyai cirri atau sifat khusus, pembinaan
dan perlindungan yang khusus pula. Menurut Kartini Kartono, anak adalah
keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat
mudah terpengaruh lingkungannya. Menurut Shanty Dellyana, anak adalah
mereka yang belum dewasa dan yang menjadi belum dewasa kerena peraturan
tertentu (akibat mental) yang masih belum dewasa).

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undang berbeda-beda
akibat adanya perbedaan batasan usia dalam peraturan perundangan-undangan itu
sendiri. Pengertian anak jika di tinjau dari segi usia kronologis menurut hukum
dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluan apa yang juga akan
mempengaruhi dalam menentukan batasan umur anak. Pengertian anak dilihat
dari peraturan perundang- undangan saat ini.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi
tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan Restoratif
justice adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai
kepentingan tersebut. Restoratif justice merupakan usaha untuk mencari
penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang
berkonflik dengan Hukum (AKH), Restoratif justice penting untuk diterapkan
karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, Restoratif
justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya,
wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak
secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa
mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan
memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH)
yang dapat diselesaikan dengan model restoratif justice.
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1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu
lintas.

2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis.

3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka
berat, atau cacat seumur hidup.

4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang
menyangkut kehormatan. Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan
ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian
ringan, perkelahian ringan, tidak usahlah dipenjara, cukup panggil
orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim
pun tidak perlu menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-
apa jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (mengambil sikap sendiri).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya pelaksanaan
Restoratif justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi
putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya
harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Tegasnya, restoratif justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung
dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau
tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang
berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” terhadap perkara-
perkara anak yang ringan saja.

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang
berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat,
bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak
pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi terdiri dari berbagai macam tindak
pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan

disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan tindakan asusila.
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Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang
dilakukan oleh anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dapat
memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum
yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda,
anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang
demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi,
penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan
pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan.

Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan
psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai
pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem
peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak
berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk
menunjang proses tumbuh kembanganak tersebut, penjara justru sering kali
membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan dalam memutuskan
perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan
merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak
pidana, karena dalam melakukan pendekatan-pendekatan yuridis undang-undang
dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana (penal policy).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
diubah Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi
yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum
dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan
terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi
oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36
Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak

adalah aset bangsa dan generasi penerus.
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Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum
untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang
disebut dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengacu
dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan
kajian hukum yang bersifat normative yang dimana menurut peneliti bahwa setiap
perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan
tidak melihat dari jJumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

Kartini Kartono menyebutkan upaya penanggulangan kenakalan anak
harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif dapat berupa
meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, mendirikan klinik
bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan
membantu remaja dari kesulitan hidup, mendirikan sekolah bagi anak miskin,
menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok, dan sebagainya.

Tindakan penghukuman antara lain berupa menghukum mereka sesuai
dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya
hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri dan tindakan kuratif, antara lain
berupa menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan, melakukan
perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan
fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi
anak-anak remaja, memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan
berdisiplin, dan sebagainya.

Persoalan pemidanaan anak dari kasus yang terjadi di Indonesia sudah
sangat memprihatikan bahkan sudah harus menjadi perhatian serius, hal ini
dikarenakan dalam proses peradilan sampai dengan pemidanaan anak cenderung
terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena anak menjadi tidak
terlindungi dan tidak terpenuhinya hak-hak anak, hal ini bertentangan dengan
amanat Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yaitu Undang-undang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.
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Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam penjara dan
juga sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan atas perkara
tersebut. Hampir dipastikan bahwa putusan Hakim akan memberikan putusan
berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, hal ini tentu akan membuat hak-hak
si anak tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak
mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya dan dengan hilangnya kemerdekaan
si anak akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, belum lagi stigma yang
melekat pada si anak setelah proses persidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Undang-Undang Pengadilan Anak sudah
tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena
belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang
baru yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan yaitu tahun 2014.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas
mengenai keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak
dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
berhadap dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan
sosial secara wajar. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga
menyebutkan anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
akan dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua
belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan
pidana.

Keadilan restoratif sendiri menurut Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Berkaitan erat dengan restoratif justice ini Muladi mengungkapkan secara

rinci tentang ciri-ciri restoratif justice sebagai berikut :



Page | 166

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 157-169

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan
dipandang sebagai konflik.

2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban
untuk masa mendatang.

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan

tujuan utama.

Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.

Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat kejahatan.

Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.

© N o O

Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun

penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk

bertanggungjawab.

9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas
perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan
ekonomis.

11. Stigma dapat dihapus melalui restorative.

Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan
perundang-undangannya. Asas keadilan disini cenderung lebih kepada sikap
masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat
sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang
lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana
sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi
anak.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana
wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian
tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan
asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam KUHAP, Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri
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dalam memutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan
asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti
yang dijelaskan di atas. Selain menggunakan asas-asas tersebut Hakim mengacu
pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar
pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Hakim juga mempertimbangkan
kondisi anak pada kasus ini.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan tindakan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan, penulis
sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Hakim
mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang
didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan
bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice
dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana
kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada
pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA
Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.

Hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik
bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum
tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur
ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan
selama dalam penanganan proses hukum.

Pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menurut putusan Nomor 54/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Mdn didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan
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yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
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